REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
KABINET MENTERI UKRAINA
TENTANG
KERJA SAMA DALAM BIDANG PERTAHANAN

Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina, yang selanjutnya
disebut sebagai “Para Pihak”,

Berkeinginan untuk meningkatkan dan memperkuat kerja sama bilateral antara
kedua Negara di bidang pertahanan,

Menegaskan bahwa mengembangkan hubungan persahabatan dan kerja sama
antara Para Pihak akan memberikan kontribusi untuk perdamaian dan
keamanan internasional dengan cara menciptakan kepercayaan timbal balik,
pemahaman dan kerja sama dalam hubungan internasional;

Menyadari bahwa penguatan kerja sama pertahanan akan bermanfaat bagi
lembaga-lembaga nasional masing-masing di bidang pertahanan:

Bertujuan untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan antara kedua
negara berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, saling menguntungkan dan
menghormati kedaulatan dan integritas wilayah Para Pihak;

Sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
negara Para Pihak;

Telah menyetujui sebagai berikut:




PASAL 1
TUJUAN

Tujuan dari Persetujuan ini adalah untuk memberikan kerangka umum untuk
mempromosikan kerja sama bilateral di bidang pertahanan antara Para Pihak di
bidang kepentingan bersama, berdasarkan hukum dan peraturan negara Para

Pihak, dan prinsip-prinsip saling menghormati, kepercayaan, dan manfaat.

PASAL 2
BIDANG KERJA SAMA

1. Bidang kerja sama Persetujuan ini dapat mencakup:

pertukaran kunjungan dari pejabat tinggi, termasuk Angkatan Bersenjata;
pengembangan kerja sama militer-teknis;

pengembangan kerja sama dalam industri pertahanan dan logistik;

. kerja sama dalam pertahanan lingkup ilmiah-teknologi;

. pertukaran informasi di bidang pertahanan dan militer;
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pengembangan pendidikan dan pelatihan militer;

meningkatkan kerja sama antara Angkatan Bersenjata Negara Pihak;
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. bidang kerja sama lainnya yang disepakati oleh Para Pihak.

2. Dalam pengembangan kerja sama militer-teknis, serta industri pertahanan
dan logistik yang ditentukan dalam huruf "b" dan huruf "¢" Paragraf 1 Pasal

ini, Para Pihak dapat melakukan kerja sama dalam bidang berikut:

a. pengadaan persenjataan dan produk militer dalam kerangka proyek
umum dan produksi;

b. persediaan atau persenjataan, peralatan militer dan produk lainnya dari
penggunaan militer-teknis;

c. pemeliharaan, perbaikan dan modernisasi persenjataan, peralatan militer
dan memberikan jasa lainnya di bidang militer-teknis;

d. penjualan lisensi pada produksi persenjataan dan peralatan militer,
memberikan dukungan teknis dalam produksi:

e. penelitian dan pengembangan umum karya-karya di bidang militer-teknis
dan saling tukar hasil dari karya tersebut;



f. pertukaran pengalaman dan informasi tentang standardisasi, kodifikasi,
kontrol kualitas produk militer dalam rangka memenuhi program bersama
kerja sama militer-teknis;

g. mengembangkan program-program yang tepat, penelitian bersama,
produksi bersama dan pemasaran bersama peralatan pertahanan melalui
antara transfer teknologi.

Untuk tujuan pelaksanaan Persetujuan ini, hal-hal yang terkait dengan teknis
operasional dan administrasi akan diatur dalam pengaturan tertulis terpisah

yang akan disepakati oleh Para Pihak atau otoritas berwenang dari kedua
Pihak.

PASAL 3
KERAHASIAAN

Perlindungan, penyingkapan, dan transmisi informasi rahasia yang
dipertukarkan atau dihasilkkan dalam kerangka Persetujuan ini akan
dilaksanakan dan dijaga sesuai dengan hukum nasional dan perjanjian
internasional yang dibuat oleh Para Pihak.

Para Pihak tidak boleh menyingkap, melepas atau mentransfer informasi
rahasia atau bahan dalam kerangka Persetujuan ini kepada pihak ketiga
tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.

PASAL 4
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Para Pihak wajib mencegah penggunaan yang tidak sah dan pengalihan hak
kekayaan intelektual ditransfer, ditukar, atau dihasilkan berdasarkan
Persetujuan ini sesuai dengan hukum nasional masing-masing dan

peraturan negara mereka serta perjanjian internasional yang negaranya
merupakan negara pihak.

Perlindungan dan distribusi hak kekayaan intelektual termasuk perlindungan
hak-hak sah pihak ketiga, serta pertimbangan bagian yang seimbang dari
kepemilikan berdasarkan kontribusi dari masing-masing Pihak, akan diatur

melalui pengaturan tertulis yang terpisah oleh Para Pihak mengenai bidang

khusus dari kerja sama.



PASAL 5
OTORITAS BERWENANG

1. Otoritas berwenang untuk pelaksanaan Persetujuan ini adalah:

a. untuk Pemerintah Republik Indonesia — Kementerian Pertahanan;
b. untuk Kabinet Menteri Ukraina — Kementerian Pertahanan.

2. Untuk tujuan pelaksanaan Persetujuan ini, Otoritas berwenang dari Para
Pihak dapat mengatur pertemuan rutin setiap saat dianggap perlu untuk

memantau dan meninjau pelaksanaan Pasal 2 Persetujuan ini.

PASAL 6
PENGATURAN KEUANGAN

Kecuali ditentukan lain oleh Para Pihak, setiap Pihak harus menanggung biaya
sendiri dalam pelaksanaan Persetujuan ini dan sesuai dengan alokasi anggaran.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul antara Para Pihak mengenai penafsiran atau
pelaksanaan Persetujuan ini akan diselesaikan melalui negosiasi bilateral dan

konsultasi antara Para Pihak dan, jika perlu, melalui saluran diplomatik.

PASAL 8
AMANDEMEN

Persetujuan ini dapat diubah atau direvisi berdasarkan kesepakatan bersama
Para Pihak dan harus dalam bentuk Protokol terpisah sebagai bagian integral
dari Persetujuan ini. Protokol tersebut mulai berlaku pada penerimaan
pemberitahuan tertulis terakhir dari pemenuhan prosedur internal yang
diperlukan oleh Para Pihak.



<

PASAL 9
MULAI BERLAKU DAN BERAKHIRNYA

Persetujuan ini mulai berlaku pada penerimaan pemberitahuan tertulis
terakhir melalui saluran diplomatik setelah pemenuhan persyaratan
berdasarkan prosedur internal yang sesuai, yang diperlukan dalam rangka
pemberlakuaan Persetujuan ini.

Persetujuan ini berlaku untuk jangka waktu lima tahun dan secara otomatis
diperpanjang untuk periode lima tahun berikutnya kecuali diakhiri oleh salah
satu Pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis melalui saluran
diplomatik kepada Pihak lain dalam waktu sedikitnya 90 hari sebelum
keinginannya mengakhiri Persetujuan ini.

Pengakhiran Persetujuan ini tidak akan memengaruhi pelaksanaan dari
pengaturan, program, dan proyek yang telah disepakati sebelumnya dalam
kerangka Persetujuan ini, kecuali disetujui secara tertulis oleh Para Pihak.

Sebagai bukti, yang bertanda tangan di bawah ini yang telah diberi kuasa oleh

Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

Dibuat di Jakarta pada tanggal Lima bulan Agustus tahun Dua ribu enam belas,

dalam dua rangkap asli, dalam bahasa Indonesia, bahasa Ukraina, dan bahasa

Inggris, semua naskah memiliki keabsahan yang sama. Dalam hal terjadi

perbedaan dari dalam penafsiran Perjanjian ini, naskah bahasa Inggris yang
berlaku.

UNTUK PEMERINTAH UNTUK KABINET MENTERI
REPUBLIK INDONESIA UKRAINA

RYAMIZARD RYACUDU PAVLO KLIMKIN
MENTERI PERTAHANAN MENTERI LUAR NEGERI




REPUBLIK INDONESIA

YrogA
MDK
YPAOOM PECNYENIKWU IHOOHE3IA
TA
KABIHETOM MIHICTPIB YKPAIHU
nrPo
CMIBPOBITHULTBO B OEOPOHHIU FANY3I

Ypsap Pecny6niku IHaoHesist Ta KabiveT MiuicTpis Ykpainu (aani — CTtopoHw);

Baxatoun nokpalwmMT Ta NIACUANTA ABOCTOPOHHE cniBpobITHULTBO MK ABOMa
AepxxaBamMu B ODOPOHHIN ranyai;

BW3HAK04K, LLIO PO3BUTOK APYXKHIX BIAHOCKH Ta criBpobiTHULTBO Mik CTOpoHamu
Oyae BHECKOM A0 MiKHapOAHOTO Mupy Ta Besneku LUNSXOM B3aEMHOI [oBipw,

MOPO3YMIHHA Ta cniBnpayi y MbKHapOAHMUX BiHOCUHAX;

BU3HAKO4M, LLIO PO3BUTOK OBOPOHHOrO CriBpobITHULTBa Byae KOPUCHUM ANs IXHIX

BIANOBIAHWX AEPXABHUX YCTaHOB y 06OPOHHIii ranysi;

nparHy4n [0 CNpUsHHA CniBpOGITHUUTBY B OBGOPOHHIA ranysi Mk asoma
AépXaBamu, CnMpat-nchb Ha NPUHLMUNKU PIBHOCTI, B3AEMHOI BUrOAM Ta LiNKOBUTO]
noBarv CyBepeHiTeETy Ta TepuTopianbHoi UinicHocTi CTopiH;

noBaXar4n 3aKkoHOAABCTBO AepxaB CTOpiH;

AOMOBUNUCA NPO Take:




CTATTA 1
META

MeTowo uiei Yroan € 3anpoBamKeHHS 3aranbHUX NPUHUMNIB ANA PO3BUTKY

ABOCTOPOHHBLOrO CMiBPOOITHULTBA B OBOPOHHIA ranysi Mbk CTopoHamu 3a

HanpAamMamu, WO CTaHOBMATb CMiNbHUIA iHTEpPec, BiANOBIAHO A0 3aKOHOAABCTRA

Aepxae CTOpiH, NPUHUMNIB B3aEMHOT NoBaru, AoBipy | BUroau.

CTATTA 2
HAMPAMM CMIBPOBITHULUTBA

1. Hanpsmu cnispobiTHUUTBa 32 Uielo Yroao MoXyTb BKITIOYATY:

a.
b.
C.

d
e.
%
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OOMiH Bi3uTaMu BULLMX NOCAA0BUX OCIO, y TOMY Ymnchi Bif 36POAHUX CUR:;
PO3BUTOK BINCLKOBO-TEXHIYHOIO CniBpoBITHULTBA;

PO3BUTOK CniBPODITHMLTBA B ranysi OGOPOHHOI MPOMUCROBOCTI Ta
NOriCTUKK:

CniBpOGITHULTBO B 06OPOHHIN HAYKOBO-TEXHOMOTYHIN ranysi;

o6miH iHdhopMmaLieto 3 0GOPOHHUX Ta BINCLKOBUX NMUTaHb,

PO3BUTOK BIICbKOBOI OCBITV Ta NiArOTOBKY NepcoHany;

CMPUSAHHA CNiBPOBITHUUTBY MiX 36poitHuMK cunamu aepxae CTOpIH;

IHLLi HanpsMu cniBpobiTHULTBA 3a B3aEMHOK 3rofoto CTOPIH.

2. lono po3euTky CniBpoGITHULITBA Y BINCHKOBO-TEXHIYHIN rarysi, 06OpOHHIi

NPOMWUCNOBOCTI Ta NOFiCTULI, SK 3a3Ha4eHO Yy MignyHKTax “‘b” i “c” nyHKTy 1

uiei ctatTi, CTOPOHN MOXYTb 3AiNCHIOBATM CMIBPOBITHULTBO B TAKUX cthepax:

a.

3aKyniens 030pOeHHs Ta BINCbKOBOI MPOAYKUIi B pamKkax CRinbHUX
NPOEKTIB Ta BUPOOHULTBA;

noctavyaHHA O3DpOEHHS, BIACLKOBOI TEXHIKM Ta  iHLWWOT npoAyKuii
BINCbKOBOTO NPU3HAYEHHS;

obcnyroByBaHHsA, PEMOHT | MOAEPHI3aLis 036POEHHS, BIiCbKOBOT TEXHIKY
Ta HafaHHA HLUKMX NOCNYT Y BICbKOBO-TEXHIYHIA ranysi;

npoAax niueHsin woao BUpobHULTBa 030POEHHS Ta BIICHKOBOT TEXHIKM,
HafaHHA TEXHIYHOI NIATPUMKM TakOMy BUPOBHULTBY:;

CNiNbHi JOCNIMKEHHS Ta pO3pOOKU Y BIiCLKOBO-TEXHIYHIl ranysi, a Takox
B3aeMHMI OOMiH pesynbTaTtamu Takoi AisnbHOCTI:

oOMiH focsinom Ta iHbopmauie wWoao craHpapTuaaii. koawdikaii,



KOHTPOSMIO SIKOCTI BINCLKOBOI MPOAYKLUIl 3 METOK 34INCHEHHA ChiNbHUX
nporpam BiNCbKOBO-TEXHIYHOIO CniBpoBGiTHULTBA;

g. pospobka, y pasi HeobxigHOCTI, BIANOBIAHWX nporpam, nNpOBELeHHs
CNINbHUX HayKOBWX AOCNIAXEHb, CNiNlbHOrO BUPODHMUTBA Ta CMIfNIbHOrO
npoaaxy OOOPOHHOrO 0OnafHaHHSA LWAAXOM BUKOPUCTAHHS  IHLLKX
TEXHOOTIN,

3 MEeTOoK BUKOHAaHHSA Uiel Yrogu onepaTuBHI, agMIHICTPATUBHI Ta TexXHIYHI

MUTaHHA  BU3HA4YalOTbCA  OKPEMUMU  MUCbMOBUMW  AOMOBMNEHOCTAMMU,

yknageHumu oboma CTtopoHamu abo KOMNETEHTHMMKU oOpraHamu 060X

CTopiH.

CTATTA 3
KOH®EOEHUIUHICTb

3axucT, po3KkpuTTS Ta nepedada iHbopmauii 3 oOMexXeHM AOCTynom, 0OMiH
AKOKW 3[INCHIOETLCS abo sKa CTBOPKETBCA 3a Uiew Yropow, Oyae
NPOBOAUTUCA Ta 3axuLLaTUCA BIANOBIAHO A0 HaUiOHANbLHOrO 3aKOHOAABCTBA
Ta MbKHapoAHWX A0roBopis, yknageHnx CtopoHamu.

CTOpOHM He MOBWHHI PO3ronoLlyBaTu, po3kpuBaTu abo nepepasatn Oyab-
AKy iHdopmauito 3 obmexeHum poctynom abo maTepiany B pamkax Uiei
Yroan Byab-skin TpeTini cTopoHi 6e3 nonepefHbOi NMUCbLMOBOT 3roaun iHLIOT
Ctopinu.

CTATTA 4
MPABA IHTENEKTYANbHOI BIACHOCTI

CTopoHM BIANOBIAHO A0 3aKOHOAABCTBA CBOIX [JepkaB, a Takox
MDKHApOAHUX OOroBOpiB, y4aCHUMKaMU SKUX € iXHi Agep)kaBu, 3anobiraloTb
HEeCaHKUIOHOBaHOMY BWKOPWUCTAHHIO Ta nepepadi npas IHTENeKTyanbHol
BMACHOCTI, fiKi nepefaHo, 0OMIHAHO Ta HabyTo B pamkax uiel Yrogu.

3axucT Ta pO3NOBCIOKEHHSA MpaB IHTENEeKTyanbHOI BNACHOCTI, BKIKOYAYM
3axucT nNeriTMMHUX npaB TPeTbOi CTOPOHM, a TaKOX BU3HAYEHHS
cnpaBeanueol Aoni BnacHocTi, wWo ©0asyeTbCa Ha BHECKY BignoBigHUX
CrtopiH, matoTe Oytn yarogkeHi CTOpOHamMu OKPEMUMM  MUCBMOBUMM

AOMOBITEHOCTAMU B KOHKPETHWUX rany3sx cnispobiTHuUTBA.



CTATTAS
KOMMETEHTHI OPIrAHU

1. KomneTteHTHMUMW opraHamu Ans BUKOHaHHS LieT Yroaw €:
a. Big Ypany Pecnybnikv IHaoHesis — MiHicTepcTBO 060pOHY;
b. Bia KabiHeTy MiHicTpiB YKkpaihun — MiHicTepcTBO 060pOHMU.

2. [Ana BMKOHaHHSA Uiel Yroan KOMNETeHTHI opradn CTOPiH MOXyTb NPOBOAUTU
PerynspHi 3ycTpidi B 6yab-akuii Yac 3 METOK 3AINCHEHHS MOHITOPUHry abo
nepernagy BUKOHaHHSA CTaTTi 2 Uiel Yroau.

CTATTA 6
®IHAHCOBI MUTAHHA

Axkwo CTOpoHM HEe AOMOBNSATLCA NPO iHWe, KoxHa CTopoHa Hece CBOI BnacHi
BUTPATK B NPOLIECI BUKOHAHHA NONOXeHb Uiel Yroan BiANOBiAHO A0 OoaKeTHUX
acurHyBaHb.

CTATTA7
BUPILLWEHHA CMNMOPIB

byab-akuin cnip, AKkMA BUHWKae Mk CTopoHamu Logo TnymaveHHss abo
3acToCyBaHHA MONOXeHb Uiel Yroaun, BMpiLyBaTUMETLCA LUMAXOM NPOBEAEHHS
[ABOCTOPOHHIX MNEeperoBopiB Ta KOHcynbTauin Mk CrtopoHamu Ta, B pasi
HeoOXiAHOCTI, AUNNOMaTUYHMMKM KaHanamu.

CTATTA 8
OOMNMOBHEHHA

3a B3aeMHow 3rogoto CTopiH o uiei Yrogu MOXyTb BHOCMTUCA 3MiHM abo
AOMNOBHEHHSA, SAKI OMOPMNIOKTLCA OKpemum [MpoTOoKONoM, WO cKknagatume
HeBiA'EMHY YacTuHy uieil Yrogu. Takui [MpoTokon Habupae YMHHOCTI 3 AaTw
OTPUMAHHSA OCTAHHBLOrO NUCbMOBOMO MOBIAOMMNEHHS NPO BUMKOHAHHA CTopoHamu

HEeoBXiAHWX BHYTPILUHbOAEPXKABHUX NPOLEayYp.



CTATTA9
HABPAHHA YAHHOCTI, CTPOK TA NMPUMUHEHHSA Al

1. Usa Yroga Habupae UMHHOCTI 3 AaTW OTPUMaHHA OCTaHHBOro MUCbMOBOIO
NOBIAOMMNEHHSA AWNNOMAaTUYHMMK KaHanamu npo BUKOHaHHA CTopoHamu
BHYTPILUHbOAEPXABHUX NpoLeayp, HeobxigHux ana HabpaHHA YUHHOCTI UiEk
Yropow.

2. Us VYroga 3anuwaeTtbCsi YMHHOK MNPOTAroM MN'STUPIMHOrO nepiogy |
aBTOMaTUYHO NPOJOBXKYBATUMETBLCA Ha KOXHI HACTynHIi M'sTb POKIB 33
ymoBY, Wo ogHa 3i CTopiH He noBiAOMUTL Yy MNMCbMOBIN hopMmi
AUNMOMAaTUYHUMKU KaHanamu iHwy CTopoHy woHanmeHwe 3a 90 gHie Ao
3aBEpPLUEHHS BIANOBIAHOMO N'ATUPIMHOrO nNepiogy NpPo CBIN HAMIP MPUNUHUTY
nito Uiel Yroau.

3. TlpunuHeHHa Aii yiel Yroan He snnnBaTUMe Ha BMKOHAHHA AOMOBEHOCTEN,
nporpam Ta NpoekTiB, Wo Oynu yknageHi padiwe B pamkax uiei Yroan, kpim
BMNAAKiB, AKLWO CTOPOHU NUCbMOBO HE AOMOBMATLCH MPO iHLUE.

Ha noceigueHHA 4Yoro Ti, WO MIANMCANUCS HWKYE, HaNeXHUM YUHOM

YNOBHOBaXXEHi CBOIMU ypadamu, nignucanu uw Yroay.

YuuHeHo B M. [bxakapta 5 cepnHa 2016 poky B ABOX MPUMIPHUKAX, KOXHWUIA
IHOOHE3INCBKOK, YKPATHCBKOK Ta aHrniiCbKo MOBamMu, NPU LbOMY BCi TEKCTM €
aBTEHTUYHUMU. Y pasi BUHUKHEHHSA DyaAb-Akux po3biKHOCTEN LUOAO TNYMaYeHHs

nonoxeHb Uiel Yroan nepesara HaaeTbCA TEKCTOBI aHIMINCBKOK MOBOIO.

3A YPAO PECNYBIIKU 3A KABIHET MIHICTPIB
IHOOHE3IA YKPAIHMU

PIAMISAPA PIAKYOY NABJIO KNIMKIH

MiHicTp 060pOHM MiHicTp 3akopaoHHUX cnpaB
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REPUBLIK INDONESIA

AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE
ON
COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE

The Government of the Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of

Ukraine, hereinafter referred to as the "Parties",

Desiring to enhance and strengthen the bilateral cooperation between the two
states in the field of defence;

Affirming that developing friendly relations and cooperation between the Parties
will contribute to international peace and security by means of creating mutual

confidence, understanding and cooperation in international relations:

Recognizing that the strengthening of defence cooperation will be beneficial to

their respective national institutions in the field of defence;

Aiming to promote cooperation in the field of defence between the two states

based on the principles of equality, mutual benefit and full respect of sovereignty

and territorial integrity of the Parties;

Pursuant to the prevailing laws and regulations of the Parties’ states;

Have agreed as follows:




ARTICLE 1
OBJECTIVE

The objective of this Agreement is to provide a general framework for promoting

bilateral cooperation in the field of defence between the Parties in areas of

mutual interest, based on prevailing laws and regulations of the Parties’ states,
and the principles of mutual respect, trust and benefit.

ARTICLE 2
AREAS OF COOPERATION

1. The areas of cooperation of this Agreement may include:

a.
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exchange of the visits of the high ranking officials, including armed forces;
development of military-technical cooperation;

development of cooperation in defence industry and logistics;

cooperation in defence scientific-technologic sphere;

exchange of information on the defence and military matters;
development of military education and training;

promoting of cooperation between the Armed Forces of the Parties
states;

other areas of cooperation as mutually agreed by the Parties.

2. In the development of cooperation in military-technical, and defence industry
and logistics specified in positions “b” and “c” Paragraph 1 of this Article, the

Parties may conduct the cooperation in the following spheres:

a.

acquisition of armament and military products within the frameworks of
common projects and production;

supply or armament, military equipment and other products of military-
technical use;

maintenance, repairing and modernization of armament, military
equipment and rendering other services in the military-technical field:

sale of licenses on production of armament and military equipment,
providing technical support in its production;

common research and development works in military-technical field and
mutual exchange of the results of such work;



f. exchange of experience and information on standardization, codification,
control of quality of military products in order to fulfil joint programs of
military-technical cooperation;

g. develop where appropriate programmes, joint research, joint production

and joint marketing of defence equipments through among others transfer
of technology.

. For the purpose of the implementation of this Agreement, the operational,
administrative and technical matters shall be subject to separate written
arrangements to be concluded by both Parties or by the competent authorities
of both Parties.

ARTICLE 3
CONFIDENTIALITY

. The protection, disclosure and transmission of classified information
exchanged or generated within the framework of this Agreement will be
handled and safeguarded in accordance with the national laws and the
international agreements concluded by the Parties.

. The Parties shall not disclose, release or transfer any classified information or
materials within the framework of this Agreement to any third party without
prior written consent of the other Party.

ARTICLE 4
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

. The Parties shall prevent unauthorized use and transfer of intellectual property
rights transferred, exchanged or generated under this Agreement in
accordance with respective national laws and regulations of their states as
well as the international agreement to which their countries are party to.

. The protection and distribution of intellectual property rights including
protection of a third party’s legitimate rights, as well as the consideration of
equitable portion of ownership based on the contribution of the respective

Parties, shall be arranged through separate written arrangements by the
Parties on the specific areas of cooperation.



ARTICLE 5
COMPETENT AUTHORITIES

1. The competent authorities for the implementation of this Agreement are:
a. for the Government of the Republic of Indonesia — the Ministry of Defence:

b. for the Cabinet of Ministers of Ukraine — the Ministry of Defence.

2. For the purpose of the implementation of this Agreement, the Competent
Authorities of the Parties may organize regular meetings at any time deemed
necessary in order to monitor and review the implementation of Article 2 of
this Agreement.

ARTICLE 6
FINANCIAL ARRANGEMENTS

Unless decided otherwise by the Parties, each Party shall bear its own expenses
in the implementation of this Agreement and in accordance with its budgetary
allocations.

ARTICLE 7
SETTLEMENT OF DISPUTES

Any dispute arising between the Parties on the interpretation or implementation
of this Agreement shall be settled through bilateral negotiations and

consultations between the Parties and, if necessary, through diplomatic
channels.

ARTICLE 8
AMENDMENT

This Agreement may be amended or revised based on the mutual consent of the
Parties and shall form as a separate Protocol as an integral part of this
Agreement. Such Protocol shall come into force on the receipt of the last written

notification of the fulfilment of necessary internal state procedures by the Parties.



ARTICLE 9
ENTRY INTO FORCE AND TERMINATION

1. This Agreement shall enter into force on the receipt of the last written
notification through diplomatic channels on accomplishment by the Parties of
proper internal state procedures, which are necessary in order of the present
Agreement to enter into force.

2. This Agreement shall remain in force for a five-years period and shall
automatically be prolonged for the subsequent five-year periods unless it is
denounced by either Party by giving written notification through diplomatic
channels to the other Party at least 90 days prior to its intention to terminate
this Agreement.

3. The termination of this Agreement will not affect the implementation of
arrangements, programs and projects concluded earlier in the framework of
this Agreement, unless otherwise agreed in writing by the Parties.

In witness whereof, the undersigned being duly authorized thereto by their

respective Governments, have signed this Agreement.

Done in Jakarta on the Fifth of August year Two thousand sixteen, in two
originals, in Indonesian, Ukrainian, and English languages, all the texts being
equally authentic. In case of any divergence in the interpretation of this
Agreement, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE FOR THE CABINET OF
REPUBLIC OF INDONESIA MINISTERS OF U __

PAVLO KLIMKIN
INISTER OF FOREIGN AFFAIRS

RYAMIZARD RYACUDU
MINISTER OF DEFENCE




